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ABSTRAK

Studi ini menganalisis bagaimana transformasi digital yang semakin cepat di
Indonesia memengaruhi kualitas lingkungan dengan mengkaji pengaruh
infrastruktur digital dan pemerintahan digital di 38 provinsi. Meskipun
digitalisasi sering dianggap mendukung keberlanjutan, dampaknya terhadap
lingkungan terutama di negara berkembang masih belum terbukti. Penelitian
ini menggunakan data cross-sectional tahun 2024 dengan metode regresi linier
berganda untuk mengevaluasi apakah aspek teknologi dan institusional dapat
meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa baik infrastruktur digital maupun digitalisasi pemerintah
memiliki dampak signifikan negatif secara statistik terhadap kualitas
lingkungan sehingga menimbulkan ketidakcocokan antara kemajuan digital
dan keberlanjutan ekologi. Temuan ini menantang asumsi bahwa digitalisasi
secara inheren ramah lingkungan dan mengungkap risiko ketika perluasan
digital tidak dilengkapi dengan jaminan lingkungan. Studi ini memberikan
bukti empiris tentang pembangunan berkelanjutan dan menekankan perlunya
kebijakan yang mengintegrasikan pertimbangan ekologi ke dalam strategi
digital nasional untuk memastikan pertumbuhan teknologi yang tangguh secara
lingkungan.

ABSTRACT

This study analyzes how the accelerating digital transformation in Indonesia
affects environmental quality by examining the impact of digital infrastructure
and digital governance in 38 provinces. Although digitization is often
considered to support sustainability, its impact on the environment, especially
in developing countries, remains unproven. This study uses cross-sectional
data from 2024 with multiple linear regression to evaluate whether
technological and institutional aspects can improve the Environmental Quality
Index (EQI). The results show that both digital infrastructure and digital
governance have a statistically significant negative impact on environmental
quality, creating a mismatch between digital progress and ecological
sustainability. These findings challenge the assumption that digitalization is
inherently environmentally friendly and reveal the risks when digital expansion
is not accompanied by environmental safeguards. This study provides
empirical evidence on sustainable development and emphasizes the need for
policies that integrate ecological considerations into national digital strategies
to ensure environmentally resilient technological growth.

Alamat Korespondensi J1. Letnan Jenderal Suprapto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 54311

PENDAHULUAN
Transformasi digital merupakan kegiatan yang sedang gencar dilakukan oleh setiap negara
di dunia, termasuk Indonesia. Transformasi ini telah menjadi salah satu prioritas utama dalam
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pembangunan nasional Indonesia. Salah satu pendorong bagi setiap negara untuk melakukan
transformasi adalah pandemi Covid-19 yang telah menjadi katalisator bagi pembentukan
masyarakat digital pada tahun-tahun mendatang (Santoso & Alamsyah, 2023). Selain itu, proses
digitalisasi ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk
mendorong komunitas dan pelaku usaha, terutama bagi perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) di sektor ekonomi kreatif (Bangsawan, 2023). Peran pemerintah dalam
transformasi ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95/2018 yang meluncurkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik untuk mendorong proses digitalisasi pemerintah guna
menciptakan iklim baru yang lebih efisien dan efektif (Kusumawati, 2024).

Komitmen pemerintah dalam transformasi digital terus diperkuat melalui regulasi atau
pengembangan digitalisasi pemerintah yang selalu diperbarui secara berkala. Namun, distribusi
yang merata dan penguatan infrastruktur digital di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang
harus diselesaikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut dari para pemangku kepentingan.
Menurut Institute (2024), Indonesia masih berada di peringkat ke-48 dari 133 negara, sehingga
pemerintah harus lebih giat dalam mengadopsi perkembangan teknologi yang sudah ada. Hal ini
didukung oleh Komdigi (2024b), yang menyatakan bahwa ketersediaan akses broadband masih
tidak merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2024 pemerintah fokus pada
mendorong pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung konektivitas internet
berkualitas di seluruh Indonesia guna memastikan kesiapan negara dalam menghadapi
perkembangan teknologi yang cepat (Komdigi, 2024a).

Di tengah percepatan transformasi digital, keberlanjutan lingkungan merupakan agenda
nasional yang juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Peraturan Presiden Nomor
59/2017 merupakan bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan
pembangunan yang ramah lingkungan dan berfokus pada keberlanjutan (Yulia & Supriatna, 2024;
Irhamsyah, 2019). Selain itu, Indonesia juga merupakan tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) G-20 pada tahun 2022. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia
semakin penting dalam membangun ekonomi global yang lebih tangguh terhadap krisis di masa
depan (Miranti et al., 2024; Taqwa et al., 2025). Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk
mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan sesuai dengan standar ekonomi hijau berkelanjutan (Limanseto, 2024).

Namun, dua agenda pemerintah tersebut belum memiliki bukti yang kuat apakah
peningkatan digitalisasi berkorelasi dengan peningkatan kualitas lingkungan. Kondisi saat ini
menyatakan bahwa sampah elektronik menjadi semakin banyak karena produk elektronik modern
tidak memiliki siklus hidup yang panjang (Quinto et al., 2025). Meskipun pengelolaan limbah
elektronik secara teknis masih memungkinkan untuk dilakukan, tetapi hal tersebut sangat mahal
dan memerlukan dana yang besar untuk daur ulang dalam skala besar (Lee et al., 2024). Selain itu,
sistem-sistem ini juga memiliki banyak kelemahan, mereka tidak terlalu memperhatikan
dampaknya terhadap lingkungan tetapi lebih memprioritaskan penghematan biaya (Abalansa et
al., 2021). Dengan kata lain, pengelolaan tersebut tidak sejalan dengan tujuan yang telah disepakati
sebelumnya.

Menurut Fajri (2023) dan Pukuh et al. (2025), transformasi digital terutama untuk kebutuhan
fintech di 38 kabupaten/kota Jawa Timur dan 34 provinsi di Indonesia meningkatkan efisiensi
pembangunan hijau melalui indeks daya saing digital yang positif signifikan sehingga menurunkan
emisi karbon monoksida dan meningkatkan kualitas lingkungan. Setiawan et al. (2023) juga
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menyatakan bahwa adopsi Internet of Things (10T), peningkatkan infrastruktur, dan penerapan
standar keamanan data telah terbukti memfasilitasi sistem pemantauan lingkungan yang lebih
efisien dan berkelanjutan di Indonesia. Demikian pula, Budiono & Utomo (2024) yang
menekankan bahwa infrastruktur digital dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi energi
bangunan dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Hal ini didukung oleh Melania et al.
(2024) yang mengatakan bahwa Teknologi smart city di Semarang memfasilitasi pemantauan real-
time lingkungan sehingga mengurangi dampak ekologis. Melalui sudut pandang Sustainable
Development Goals (SDGs), Farida et al. (2023) dan Asongu (2018) mengemukakan bahwa
infrastruktur digital tentu berpeluang besar dalam memitigasi resiko kerusakan lingkungan baik di
skala nasional maupun internasional sehingga mendukung penggunaan infrastruktur digital untuk
membantu menjaga kualitas lingkungan.

Namun, penelitian Judijanto et al. (2024) menjelaskan pembangunan infrastruktur
komunikasi/navigasi di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) berkorelasi positif signifikan dengan
degradasi lingkungan, deforestasi, dan polusi. Dengan kata lain, degradasi lingkungan terjadi
ketika infrastruktur digital dibangun secara masif. Hal ini sejalan dengan Liao & Kim (2024) dan
Jung & Rogers (2024) yang menyatakan bahwa pendekatan ramah lingkungan perlu dilakukan
untuk memastikan infrastruktur digital tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Di sisi lain,
transformasi digital juga berpotensi menganggu ekosistem dan membatasi pergerakan hewan yang
menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati (Kuncoro et al., 2024; Habib & Saxena, 2024).

Maka dari itu, studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan
memanfaatkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) yang merupakan indikator resmi kinerja
lingkungan di tingkat provinsi dan secara komprehensif mewakili kualitas air, udara, tanah, dan
air laut untuk memastikan efek dari transformasi digital secara langsung (Ditjen PPKL, 2024).
Selain itu, penelitian ini menggunakan indikator infrastruktur digital dan digitalisasi pemerintah
yang mencerminkan kapasitas institusional untuk memanfaatkan teknologi guna mewujudkan tata
kelola yang lebih ramah lingkungan (Komdigi, 2024a). Dengan kata lain, rumusan masalah
penelitian ini adalah apakah transformasi digital yang sedang berlangsung di Indonesia membawa
manfaat ekologis atau justru merupakan paradoks yang mengancam keberlanjutan.

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam merancang
kebijakan digital yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis.
Hal ini juga memperkuat argumen bahwa kesuksesan digitalisasi di Indonesia harus diukur tidak
hanya dari aspek teknologi, tetapi juga dari dampaknya terhadap bumi dan masa depan. Berbeda
dengan studi sebelumnya yang menganalisis infrastruktur atau kesiapan institusional secara
terpisah, penelitian ini mengintegrasikan kedua dimensi tersebut untuk mengungkap implikasi
ekologisnya pada tingkat nasional.

KAJIAN PUSTAKA
Teori Modernisasi Ekologis

Teknologi yang terus berkembang dan fokus dunia pada keberlanjutan dapat dijelaskan oleh
Teori Modernisasi Ekologis (EMT). Teori ini membahas penggunaan inovasi teknologi yang terus
berkembang demi mengatasi kerusakan lingkungan akibat proses industrialisasi dan urbanisasi
yang telah dilakukan oleh manusia (Islam, 2024). Prinsip dasar modernisasi ekologi adalah
perlindungan lingkungan dan inovasi teknologi dapat saling memperkuat satu sama lain (de la
Puente et al., 2025). Teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa adopsi teknologi yang baik dan
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praktik berkelanjutan dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan kinerja
ekonomi. Dengan kata lain, modernisasi ini dapat membawa perubahan signifikan dalam tata
kelola dan kebijakan publik (Bugden, 2022). Menurut Kampas et al. (2021), modernisasi ekologi
memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, bisnis, dan
masyarakat sipil untuk mendorong pendekatan kolaboratif dalam mengatasi tantangan lingkungan
yang ada. Dalam konteks penelitian ini, EMT merupakan kerangka teoritis dasar yang digunakan
untuk memahami bagaimana infrastruktur digitalisasi pemerintah sebagai bagian dari inovasi
teknologi dan keterlibatan langsung pemangku kepentingan dapat memberikan dampak positif
terhadap kesehatan lingkungan. Kedua indikator ini relevan untuk digunakan dan dimanfaatkan
dalam menentukan dampak proses digitalisasi yang dianggap dapat meningkatkan Indeks Kualitas
Lingkungan di Indonesia.

Kualitas Lingkungan

Kualitas lingkungan tidak memiliki definisi tunggal yang statis, melainkan bersifat
multidimensi. Kualitas lingkungan didefinisikan secara teknis sebagai kondisi atau keadaan unsur-
unsur lingkungan (biotik dan abiotik) yang sesuai dengan spesifikasi atau standar mutu tertentu
untuk mendukung kehidupan organisme (Ditjen PPKL, 2024). Menurut Banzhaf et al. (2014),
kualitas lingkungan adalah interaksi antara karakteristik objektif lingkungan fisik dengan persepsi
subjektif manusia mengenai kepuasan hidup. Dengan kata lain, kualitas lingkungan tidak hanya
tentang bersihnya air atau udara, tetapi juga tentang kapasitas lingkungan untuk memenuhi
kebutuhan manusia akan, kenyamanan, dan keberlanjutan. Penelitian ini memanfaatkan Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai representasi dari kualitas lingkungan yang membantu
masyarakat Indonesia untuk mengukur dan memantau kesehatan suatu wilayah, yang diukur
berdasarkan empat dimensi utama, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas air laut, indeks kualitas
tanah, dan indeks kualitas udara (Ditjen PPKL, 2024). Maka dari itu, IKLH dapat digunakan
sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam mengukur keberhasilan program pengelolaan
lingkungan.

Pada sudut pandang EMT, perbaikan kualitas lingkungan seperti penurunan emisi SO2 atau
perbaikan baku mutu air dipandang sebagai hasil dari difusi teknologi bersih, bukan hasil dari de-
industrialisasi. Negara Eropa Utara membuktikan bahwa adopsi teknologi end-of-pipe dan clean
production telah berhasil memulihkan kualitas udara dan air sungai pasca-industrialisasi (Arsel,
2018). Selain itu, EMT juga memandang bahwa kualitas lingkungan dapat ditingkatkan dengan
cara menginternalisasi nilai ekonomi ke dalam alam atau ekonomisasi ekologis dan menyuntikkan
rasionalitas ekologis ke dalam proses ekonomi atau ekologisasi ekonomi layaknya mekanisme
pasar karbon dan sertifikasi hijau (Bush & Spaargaren, 2024).

Infrastruktur Digital

Infrastruktur digital adalah teknologi yang digunakan untuk mendukung inovasi teknologi
dan ekosistem digital guna menciptakan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi (Lase et al.,
2025;Nambisan et al., 2017). Infrastruktur ini merupakan landasan transformasi digital dan
dianggap sebagai prasyarat utama dalam menciptakan akses yang adil terhadap informasi dan
konektivitas antar wilayah, meningkatkan pengelolaan sumber daya, serta menjaga keberlanjutan
lingkungan (Pramarta & Mardiyati, 2025;Ardhitha & Sutabri, 2024). Firman & Rahmawati (2023)
menyatakan bahwa kesuksesan digitalisasi bergantung pada tata kelola kolaboratif yang
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melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Berdasarkan EMT, Infrastruktur digital
mewakili inovasi teknologi yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan pemantauan lingkungan.
Pemanfaatan infrastruktur digital ini merupakan hubungan antara modernisasi dan ekologi yang
dikejar oleh Indonesia untuk membantu menetralkan karbon dan mendukung penggunaan energi
berkelanjutan (Belva & Raspati, 2024). Maka dari itu, hipotesis pertama adalah,

HI: Infrastruktur digital berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas lingkungan.

Digitalisasi Pemerintah

Digitalisasi pemerintah merujuk pada upaya memanfaatkan teknologi dan informasi untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam penyediaan
layanan publik yang baik (Marfu’ah et al., 2024). Pemerintah yang terdigitalisasi juga memiliki
berbagai manfaat, termasuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, serta
memudahkan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Rachmatullah &
Purwani, 2022; Harahap & Harahap, 2023). Peluncuran aplikasi Identitas Kependudukan Digital
(IKD) merupakan salah satu inisiatif digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam suatu
sistem yang terintegrasi (Marfu’ah et al., 2024). Berdasarkan EMT, digitalisasi pemerintah
mencerminkan dukungan pemangku kepentingan dalam bentuk pembentukan kebijakan yang
mendukung proses digitalisasi yang berkelanjutan. Maka dari itu, hipotesis kedua adalah,

H2: Digitalisasi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas lingkungan.

METODE
Sampel, Variabel, dan Pengukuran

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang mencakup
38 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Tahun tersebut dipilih karena mencerminkan fase pasca-
pandemi di mana pemerintah Indonesia secara aktif mendorong transformasi digital sambil
memperkuat agenda pembangunan berkelanjutan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH), yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK). Indeks ini disajikan pada skala 0 hingga 100, di mana skor yang lebih tinggi
menunjukkan kondisi lingkungan yang lebih baik (Ditjen PPKL, 2024). Sementara itu, dua
variabel independen yang digunakan dalam studi ini mewakili dimensi inti transformasi digital,
yaitu Infrastruktur Digital (ID) dan Digitalisasi Pemerintah (DP). Infrastruktur digital
mencerminkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kesiapan teknologi digital di berbagai wilayah,
termasuk penetrasi broadband, akses internet, dan fasilitas Information and Communication
Technology (ICT) pendukung (Komdigi, 2024a). Digitalisasi pemerintah mengukur sejauh mana
sistem digital diadopsi dalam penyediaan layanan publik, mencakup kapasitas institusional,
integrasi e-government, dan layanan publik digital (Komdigi, 2024a). Kedua indeks tersebut
dinilai pada skala O hingga 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat
perkembangan digital yang lebih maju dan kematangan digital institusional yang lebih tinggi
(Komdigi, 2024a). Data untuk kedua variabel independen dikumpulkan menggunakan pendekatan
campuran, yang menggabungkan pengumpulan data melalui web scraping, survei online
terstruktur, dan koordinasi multilevel dengan pemangku kepentingan, bekerja sama dengan 25
kementerian dan lembaga nasional, 486 organisasi pemerintah tingkat provinsi, 3.800 rumah
tangga, dan 1.520 pelaku industri di seluruh Indonesia (Komdigi, 2024a).
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Teknik Analisis

Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, yang dilakukan dengan
menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27, untuk mengkaji pengaruh transformasi digital
terhadap kinerja lingkungan di berbagai provinsi di Indonesia. Persamaan regresi yang digunakan
dalam studi ini diformulasikan sebagai berikut,

KL = ﬁ() + BlIDi + ﬁZDPi + &

KLi mewakili Indeks Kualitas Lingkungan untuk provinsi i, yang berfungsi sebagai variabel
dependen. IDi mencerminkan skor infrastruktur digital di provinsi 1, sedangkan DPi
mencerminkan tingkat implementasi pemerintah digital di provinsi yang sama. Kedua variabel
tersebut berfungsi sebagai variabel independen yang menangkap aspek kunci dari transformasi
digital regional. Istilah €1 mewakili komponen kesalahan, yang menjelaskan variasi lain yang tidak
dijelaskan oleh model. Model regresi ini bertujuan untuk memperkirakan sejauh mana kemajuan
dalam infrastruktur digital dan pemerintahan digital berkontribusi terhadap kualitas lingkungan di
seluruh provinsi di Indonesia.

Uji asumsi klasik juga dilakukan untuk memastikan keandalan dan validitas model regresi.
Normalitas residu diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menilai apakah residu
mengikuti distribusi normal (Khatun, 2021; Cardoso et al., 2023). Multikolinearitas dianalisis
menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) untuk memastikan bahwa variabel independen
tidak saling berkorelasi secara tinggi (Shrestha, 2020). Uji Glejser juga diterapkan untuk
memeriksa heteroskedastisitas, mengevaluasi apakah varians residu tetap konstan di seluruh
pengamatan (Raza et al., 2023). Kesesuaian model secara keseluruhan dievaluasi menggunakan
uji F, sementara signifikansi individu dari setiap variabel independen dianalisis menggunakan uji
t. Koefisien determinasi (R-squared) dan R-squared yang disesuaikan disajikan untuk mengukur
sejauh mana model menjelaskan variasi pada variabel dependen. Prosedur statistik ini diterapkan
untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi yang diperlukan dan menghasilkan
hasil yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Data
Tabel 1 menampilkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam
studi ini. Studi ini terdiri dari 38 pengamatan. Nilai rata-rata infrastruktur digital (ID)
adalah 53/8942 dengan simpangan baku 8.5860, berkisar antara nilai minimum 40.90 hingga
maksimum 79.26. Nilai rata-rata digitalisasi pemerintah (DP) adalah 52.3932 dengan simpangan
baku 10.9116, dengan nilai minimum 36.13 dan maksimum 79.31. Sementara itu, kualitas
lingkungan (KL) memiliki nilai rata-rata 75.1118, simpangan baku 5.5624, nilai minimum 56.39,
dan nilai maksimum 83.75. Variasi ini menampilkan distribusi yang relatif luas di antara
provinsi-provinsi, terutama untuk variabel-variabel independen sehingga menunjukkan
ketidakmerataan dalam infrastruktur digital dan digitalisasi pemerintah yang dapat
mempengaruhi tingkat kualitas lingkungan regional.
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Tabel 1. Statistik Deskriptif

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ID 38 40.90 79.26 53.8942 8.58600
DP 38 36.13 79.31 52.3932 10.91160
KL 38 56.39 83.75 75.1118 5.56235

Valid N (listwise) 38
Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 2, uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi
persyaratan statistik untuk analisis yang wvalid. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai
signifikansi sebesar 0.200. Dengan kata lain, data sudah terdistribusi secara normal. Selain itu,
uji multikolinearitas juga berada di batas normal, sebagaimana dibuktikan oleh nilai toleransi
sebesar 0.556 dan Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1.799. Maka dari itu, kedua hasil
tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menunjukkan
nilai signifikansi 0.124 untuk infrastruktur digital dan 0.700 untuk digitalisasi pemerintah. Hasil
ini membuktikan bahwa model regresi mematuhi asumsi klasik sehingga memperkuat
ketahanan, konsistensi, dan kesesuaian model untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa
infrastruktur digital dan digitalisasi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kualitas lingkungan. Model ini memiliki nilai R-squared sebesar 75.2 persen dan nilai adjusted
R-squared sebesar 73.8 persen, menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan lebih dari
73 persen variasi dalam kualitas lingkungan. Nilai uji F adalah 53.017 dengan tingkat
signifikansi 0.000 yang mengonfirmasi bahwa model regresi signifikan secara keseluruhan.
Koefisien infrastruktur digital adalah -0.377 dengan nilai signifikansi 0.000, sementara
pemerintah digital memiliki koefisien -0.185 dengan nilai signifikansi 0.003. Temuan ini
menunjukkan bahwa peningkatan digitalisasi saat ini sebenarnya memperburuk kualitas
lingkungan di Indonesia. Dengan kata lain, hasil ini bertentangan dengan teori modernisasi
ekologi, sehingga kedua hipotesis ditolak. Hipotesis 1 (H1), yang menyatakan bahwa
infrastruktur digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas lingkungan di
Indonesia, ditolak karena hubungan yang ditemukan bersifat negatif secara signifikan. Hipotesis
2 (H2) yang mengasumsikan pengaruh positif dan signifikan dari digitalisasi pemerintah
terhadap kualitas lingkungan, juga ditolak karena hubungan yang ditemukan bersifat negatif
secara signifikan.

Tabel 2. Asumsi Klasik dan Regresi Linier Berganda

Jenis Uji Variabel Nilai
Uji Normalitas Residual Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.200
Uji Multikolinearitas ID, DP Tolerance = 0.556 VIF = 1.799
Uji Heteroskedastisitas ~ ID: Sig=0.124 DP: Sig =0.700
Regresi Linier Berganda Model (ID dan DP — KL) Rz=0.752 Adj R?=0.738

ID —- KL B =-0.377 Sig=0.000

DP — KL B =-0.185 Sig=0.003

Uji-F F =53.017 Sig = 0.000

Sumber: Data Diolah (2025)
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Pembahasan
Pengaruh Infrastruktur Digital terhadap Kualitas Lingkungan di Indonesia

Digitalisasi sebenarnya justru memperburuk kualitas lingkungan. Hasil penelitian ini
sejalan dengan Liao & Kim (2024) dan Jung & Rogers (2024) yang menyatakan bahwa
pengembangan infrastruktur digital terbukti secara signifikan merusak kesehatan lingkungan.
Hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara adopsi teknologi dan hasil ekologi. Menurut Goel
et al., (2024), meskipun digitalisasi memiliki potensi untuk mengoptimalkan sumber daya,
pengendalian emisi, dan pemantauan lingkungan, hal tersebut dapat menciptakan trade-off
lingkungan yang kompleks. Trade-off ini meliputi peningkatan permintaan energi, volume
limbah elektronik yang meningkat, dan ketergantungan yang lebih besar pada ekstraksi sumber
daya yang intensif. Sanchez-Cuadrado & Morato (2024) dan Gelenbe (2023) juga menyatakan
bahwa konsumsi digital sering kali salah dipahami sebagai netral lingkungan atau “bersih”
karena sifatnya yang tak terlihat. Selain itu, digitalisasi menciptakan pasar dan pola konsumsi
baru yang sebelumnya tidak ada sehingga menciptakan permintaan baru yang membutuhkan
daya komputasi dan energi yang sangat besar (Lange ef al., 2023). Dengan kata lain, terjadi
pergeseran beban lingkungan dari sektor fisik yang terlihat ke sektor yang kurang terlihat dan
berpotensi menciptakan kerusakan yang lebih besar (Bluhm ez al., 2025).

Penggunaan infrastuktur digital menyembunyikan jejak karbon yang signifikan dan
penggunaan listrik yang besar. Istrate et al. (2024) membuktikan bahwa dampak lingkungan
terbesar sering kali bukan pada transmisi data itu sendiri, melainkan pada energi yang tertanam
dalam produksi perangkat pengguna dan infrastruktur jaringan yang harus selalu aktif. Bahkan,
emisi dari produksi satu perangkat elektronik jauh melampaui produksi ribuan lembar kertas
(Tawedian, 2024). Tidak hanya itu, ekosistem jaringan yang masyarakat akses melalui situs web
dengan kepadatan iklan tinggi (Made-for-Advertising sites) menghasilkan emisi karbon yang
lebih besar daripada rata-rata situs web (Pérssinen et al., 2018). Di sisi lain, maraknya
pengembangan artificial intelligence (Al) dapat mengonsumsi antara 3.800 hingga 7.200 MWh
listrik dalam proses pelatihan model bahasa sehingga dapat memicu biaya karbon yang sangat
tinggi (Alex, 2025).

Dari perspektif Teori Modernisasi Ekologis (EMT), temuan ini menyoroti kesenjangan
yang signifikan antara kemajuan teknologi dan reformasi lingkungan. EMT berpendapat bahwa
inovasi, restrukturisasi institusional, dan modernisasi teknologi dapat mendorong keberlanjutan
ekologis (Julkovski et al., 2021). Namun, dalam konteks negara Indonesia, digitalisasi
tampaknya telah melampaui kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengatur dan
mengarahkannya menuju hasil yang berkelanjutan (Dudhat & Agarwal, 2023). Meskipun
digitalisasi secara teori kompatibel dengan keberlanjutan tetapi, sebenarnya dapat memberikan
efek domino yang meningkatkan potensi kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh
integrasi yang lemah antara kebijakan keberlanjutan dengan perencanaan nasional, serta
ketidaksiapan infrastruktur dan penyedia layanan dalam menerapkan prinsip-prinsip konstruksi
berkelanjutan (Willar & Trigunarsyah, 2020).

Dinamika ini memperkuat argumen bahwa digitalisasi saja tidak menjamin kemajuan
ekologis. Pengembangan teknologi digital harus diimbangi dengan evolusi tata kelola
lingkungan dan kerangka institusional yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan yang
menjadi agenda utama di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tren yang diamati di Indonesia, di
mana digitalisasi yang tidak disertai dengan penerapan praktik bisnis ramah lingkungan justru
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menghambat pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan (Febriyanti et al., 2024). Dengan
kata lain, digitalisasi berkelanjutan belum sepenuhnya terintegrasi dalam agenda negara. Tanpa
pengawasan komprehensif dan keselarasan dengan tujuan keberlanjutan, sistem digital yang
semula dianggap sebagai solusi justru kontraproduktif terhadap kualitas hidup lingkungan.

Pengaruh Digitalisasi Pemerintah terhadap Kualitas Lingkungan di Indonesia

Transformasi digital di sektor pemerintahan Indonesia yang dimanifestasikan melalui
integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembangunan Pusat Data
Nasional (PDN) sering kali dianggap sebagai katalisator efisiensi birokrasi dan keberlanjutan.
Namun, migrasi masif tersebut membawa eksternalitas negatif yang signifikan terhadap kualitas
lingkungan akibat ketergantungan struktural pada sumber energi fosil dan inefisiensi tata kelola
data (Nurjani ef al., 2025). Hasil penelitian ini sejalan dengan Firmandayu & Elfaki (2023) dan
Rosanti et al. (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi pemerintah berdampak negatif pada
keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Infrastruktur data pendukung digitalisasi pemerintah di
Jawa-Bali masih sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara
(Kusuma et al., 2022). Lonjakan permintaan ini secara langsung meningkatkan pembakaran
bahan bakar fosil untuk memenuhi baseload 24/7 yang dibutuhkan pusat data. Syamsuri &
Pakartipangi (2025) dan IESR (2024) mengonfirmasi bahwa ekspansi kapasitas pusat data
nasional, yang tumbuh sekitar 20% per tahun, secara langsung meningkatkan permintaan beban
dasar (baseload) energi fosil yang signifikan. Dalam konteks ini, perpindahan layanan publik ke
platform digital tidak menghilangkan jejak karbon, melainkan hanya memindahkannya dari
emisi transportasi fisik ke emisi stasioner pembangkit listrik.

Di sisi lain, inefisiensi arsitektur data memperburuk dampak ekologis melalui fenomena
redundansi infrastruktur. Insiden pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menyoroti
fragmentasi tata kelola di mana banyak instansi pemerintah masih mempertahankan server lokal
yang beroperasi secara paralel dengan infrastruktur awan nasional (Anugrah et al., 2022).
Kondisi ini menciptakan zombie servers dimana perangkat keras terus mengonsumsi listrik tanpa
memberikan nilai komputasi yang optimal (Panneerselvam ef al., 2017). Menurut Chen et al.
(2025), efisiensi energi global mencatat bahwa server yang tidak terkelola dengan baik dapat
memboroskan hingga 40-50% daya listrik hanya untuk pendinginan, dan menghasilkan nilai
Power Usage Effectiveness (PUE) yang jauh di atas standar efisiensi industri global.
Loughborough University (2024) membuktikan bahwa bahwa akumulasi data yang tidak
terpakai seperti arsip digital instansi yang duplikatif dan tidak terstruktur menghasilkan emisi
karbon laten yang terus menerus membebani kapasitas penyimpanan. Tanpa kebijakan
penghapusan data yang agresif dan standar Green Data Center yang diwajibkan secara regulasi,
transformasi digital pemerintah Indonesia justru mempercepat degradasi lingkungan (Puteri,
2024).

Selain itu, ketiadaan kerangka kerja audit lingkungan yang spesifik pada digitalisasi
pemerintah menciptakan "kekosongan hukum" yang memungkinkan perusahaan beroperasi
tanpa standar efisiensi energi yang ketat (Latisha & Dirkhareshza, 2024). Hal tersebut terbukti
dari tata kelola perusahaan yang sering kali gagal menangkap dampak lingkungan karena
regulasi pemerintah belum dimaksimalkan untuk mencakup aset digital sebagai sumber emisi
(Chen et al., 2024). Asykari et al. (2025) juga menyatakan bahwa kerangka kerja pada banyak
organisasi termasuk pemerintah belum mampu mengadopsi digitalisasi yang memiliki
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framework Green IT Governance dengan matang sehingga keputusan investasi teknologi dibuat
tanpa penilaian dampak lingkungan yang memadai sejak awal.

Implikasi dari temuan ini memerlukan tindakan segera. Pemerintah harus mempercepat
pembangunan infrastruktur digital dan modernisasi administrasi disertai dengan konsep
keberlanjutan lingkungan yang kuat ke dalam agenda nasional Indonesia. Maka dari itu,
pemerintah harus memprioritaskan pengadaan perangkat Information and Communication
Technology (ICT) yang berkelanjutan, memastikan pengelolaan limbah elektronik yang tepat,
dan menetapkan kebijakan serta regulasi yang mendorong kepatuhan dan pemantauan
lingkungan. Melalui upaya tersebut, janji modernisasi ekologi dapat terwujud sehingga proses
digitalisasi harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelangsungan hidup manusia
dan menjaga kualitas lingkungan.

SIMPULAN

Studi ini menganalisis hubungan antara transformasi digital dan kualitas lingkungan di
Indonesia dengan mengkaji hubungan antara infrastruktur digital dan digitalisasi pemerintahan
dengan kualitas lingkungan pada tingkat provinsi. Temuan menunjukkan bahwa infrastruktur
digital dan digitalisasi pemerintahan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas
lingkungan. Dengan kata lain, temuan ini bertentangan dengan Teori Modernisasi Ekologis
(EMT), yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi dapat mendukung keberlanjutan
lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dengan menyajikan bukti empiris
bahwa tanpa didukung oleh kebijakan dan implementasi yang baik, digitalisasi dapat
memperburuk keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan perlunya intervensi kebijakan
terintegrasi untuk mendorong transformasi digital dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan.
Pihak berkepentingan harus menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sepanjang siklus hidup
infrastruktur digital dengan memberikan kejelasan mengenai kebijakan pengelolaan limbah
elektronik dan memperkuat posisi pemerintah untuk meminimalkan dampak lingkungan negatif
dari transformasi digital. Rekomendasi ini khususnya relevan bagi negara-negara berkembang
seperti Indonesia yang sedang menjalani digitalisasi berskala besar namun regulasinya belum
sejalan dengan proses adopsi teknologi.

Keterbatasan penelitian ini adalah ketersediaan data yang tidak memadai. Analisis data
hanya mengandalkan data lintas sektor dari provinsi-provinsi di Indonesia untuk tahun 2024.
Rentang waktu yang terbatas tersebut dapat menghambat pengamatan tren jangka panjang dalam
hubungan antara transformasi digital dan kualitas lingkungan di Indonesia. Studi ini juga tidak
memperhitungkan faktor-faktor institusional atau perilaku yang tidak teramati, seperti kualitas
penegakan kebijakan atau kesadaran lingkungan masyarakat, yang dapat memoderasi atau
memediasi dampak digitalisasi. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk
menggunakan pendekatan data panel selama beberapa tahun, memasukkan rentang variabel
moderasi yang lebih luas, dan mengeksplorasi studi perbandingan antar negara. Hal ini akan
memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang hubungan antara
digitalisasi dan lingkungan, membantu pemerintah menavigasi jalur pembangunan yang lebih
berkelanjutan.
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